BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
SUMATERA SELATAN SEMESTA DI KABUPATEN EMPAT LAWANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia
untuk hidup layak dan produktif yang termasuk urusan
wajib Pemerintah Daerah sehingga perlu sistem penanganan
yang terkendali dan bermutu;

bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam wilayah
Kabupaten Empat Lawang, telah diselenggarakan Program
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera
Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Empat Lawang tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan
Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta pada Kabupaten

Empat Lawang di Puskesmas.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3,
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10.

11.

12.

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4677);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/
2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor
1138 /Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun
2006 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006
Nomor 2 Seri E);

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun
2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
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13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang

Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PEDOMAN

PENYELENGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SUMATERA
SELATAN SEMESTA DI KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

10.

Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

Bupati adalah Bupati Empat Lawang.

Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi
Pelayanan Kesehatan.

Program Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Empat Lawang yang
selanjutnya dapat disebut Jamsoskes Sumsel Semesta adalah Program
bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama
dengan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam upaya meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat dengan cara pelayanan berobat gratis.

Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan poliklinik umum yang
diberikan di Puskesmas dan Jejaringnya, Puskesmas Pembantu, Puskesmas
Keliling, Puskesmas Terapung.

Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah Fasilitas Pelayanan
Kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat
lanjut di Puskesmas.

Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan Rawat Inap di
Puskesmas yang meliputi akomodasi rawat inap, konsultasi medik,
pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan, laboratorium sederhana
(darah,urine,feses) dan radiologi.

Penduduk Kabupaten Empat Lawang adalah setiap orang yang terdaftar dan
memiliki Kartu Tanda Pendududk Empat Lawang serta berdomisili di Empat
Lawang.

Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rumah

Sakit yang ditujukan pada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya
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promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat
kesehatan lainnya.

11. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah dentitas resmi
Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang
berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga
yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
kartu keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. kartu ini berisi data lengkap

tentang identitas kepala keluarga dan anggota keluarganya.

BAB II
PERSYARATAN PESERTA
Pasal 2

Persyaratan untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis melalui Jamsoskes

Sumsel Semesta di kabupaten Empat Lawang sebagai berikut:

a. memiliki identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat
Keterangan Domisili sambil menunggu kartu identitas yang resmi dan Surat
Keterangan belum terjamin kesehatannya melalui Jamkesmas dari Kepala
Desa/Lurah setempat;

b. tidak memaksakan kehendak untuk meminta surat rujuan ke Rumah Sakit.

BAB III
FASILITAS PELAYANAN
Pasal 3

Fasilitas Pelayanan yang diberikan dalam Program Jamsoskes Sumsel Semesta
meliputi:

a. rawat Jalan Tingkat Pertama di Puskesmas dan Jejaringnya;

b. rawat Inap Tingkat Pertama di Puskesmas dengan Perawatan;

c. rawat Jalan Tingkat Lanjut di Rumah Sakit

d. rawat Inap Tingkat Lanjut di Rumah Sakit Jejaring dengan Fasilitas Kelas III.

BAB IV
HAL-HAL YANG TIDAK TERJAMIN JAMSOSKES
Pasal 4

Pelayanan Kesehatan yang tidak menjadi Tanggungan Program Jamsoskes Sumsel

Semesta adalah terdiri dari:

a. pelayanan yang tidak sesuai aturan (peserta tidak membawa Kartu Identitas
berupa KTP/KK, peserta memaksakan kehendaknya untuk meminta rujukan

dari Puskesmas tanpa Indikasi Medis);

www.jdih.empatlawangkab.go.id


https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga

b. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;

c. general Check Up termasuk pemeriksaan haji dan surat keterangan sehat;

d. pembuatan gigi tiruan;

e. pengobatan alternatif (Akupuntur, pengobatan tradisional dan pengobatan lain
yang belum terbukti ilmiah);

f. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan
keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;

g. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;

h. pelayanan kesehatan pada kegiatan bakti sosial;

i. peserta yang di Rawat Inap di Rumah Sakit tetapi meminta Pulang Paksa;

j. peserta yang di Rawat Inap di Rumah Sakit yang meminta pindah kelas
perawatan dari kelas III ke kelas yang lebih tinggi:

k. peserta yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan Lainnya (Askes,
Askin/Jamkesmas, Asabri, Jamsostek dan lain-lain); dan

l. persalinan Normal maupun Persalinan secara Caesar, Antenatal Care (ANC) atau

Pemeriksa Kehamilan dan Post Natal Care (PNC) atau Konsep NIFAS.

BAB YV
SYARAT PENGAJUAN KLAIM
Pasal 5

(1) mengirimkan dokumen klaim yang berisi rekapitulasi laporan pelayanan baik
pelayanan dalam wilayah maupun lintas wilayah sesuai dengan blangko
pelaporan Jamsoskes Sumsel Semesta beserta lampirannya yang diajuhkan.

(2) dokumen klaim puskesmas dikirimkan ke Tim veripikasi Dinas Kesehatan

Kabupaten Empat Lawang.

BAB VI
PEMANFATAN DANA KLAIM
Pasal 6

Pemanfaatan dana yang telah diterima melalui Jamsoskes Sumsel Semesta di

Fasilitas Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jejaringannya:

a. Puskesmas membuat Plan Of Action (POA) yang dibahas dan disepakati dengan
ketentuan yang berlaku.

b. Dana dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dasar yang meliputi pelayanan
di dalam dan di luar gedung.

c. Pemanfaatan dana klaim pada Puskesmas untuk pembayaran jasa pelayanan
dengan ketentuan maksimal 60% (enam puluh persen) lalu dibagikan ssesuai

pembagian jasa pelayanan yang diberlakukan oleh Badan Penyelenggara
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Jaminan Sosial (BPJS) yang tercantum di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
21 Tahun 2016.

d. Pemanfaatan dana klaim Jamsoskes Sumsel Semesta pada Puskesmas untuk
pembayaran operasional ditetapkan 40% (empat puluh persen) dapat digunakan
untuk belanja inventaris selebihnya untuk pelayanan kesehatan dalam gedung

dan diluar gedung termasuk kegiatan promotif dan preventif.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di tebing tinggi
pada tanggal 29 Januari 2018
BUPATI EMPAT LAWANG

ttd.
H. SYAHRIL HANAFIAH
Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TRI_KARSILA, SIP., M.Si/
NIP.197704242005012007
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